GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 961/V/TAHUN 2019
TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK TRIWULAN I

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang
Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota se Provinsi
Sulawesi Selatan untuk Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2019;

1,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4755 );

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 70);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11,

12,

13,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/ PMK.07/ 2013
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK/07/2016
Tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 444);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018
Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai
Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun
2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 281);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun
2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor
S2);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Pajak Rokok
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor
43).

MEMUTUSKAN:

Total penerimaan Pajak Rokok Provinsi Sulawesi Selatan
untuk Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar
Rp70.911.031.080,00 (tujuh puluh miliar Sembilan ratus
sebelas juta tiga puluh ribu delapan puluh rupiah).

Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
se Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 70% (tujuh puluh persen)
atau Rp49.637.721,00 (empat puluh Sembilan miliar enam
ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu
rupiah).



KETIGA - Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota se
Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA dibagi dengan pola sebagai berikut:

a. 60% (enam puluh persen) atau Rp29.782.633.054,00 (dua
puluh Sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta
enam ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh empat rupiah)
secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk
Kabupaten/Kota yang bersangkutan sesuai dengan data
DAU (Dana Alokasi Umum) Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019; dan

b. 40% (empat puluh persen) atau Rp19.855.088.702,00
(Sembilan belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta
delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua
rupiah) secara prorata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

KEEMPAT . Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota se
Provinsi Sulawesi Selatan untuk bulan Triwulan 1 (satu)
Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Diktum
KEDUA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KELIMA : Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang diterima oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota tersebut, masing-masing dialokasikan paling
kurang sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai
kegiatan pelayanan kesehatan dan penegakan hukum melalui
Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

KEENAM :  Paling kurang 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana bagi
hasil yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan
penegakkan hukum sebagai yang dimaksud Diktum KELIMA,
digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat
yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah masing-masing.

KETUJUH : Pemerintah Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dapat
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
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Tembusan:
1. Para Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing di Tempat;
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di
Makassar;

6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI

SULAWESI SELATAN
UNTUK TRIWULAN I

TAHUN ANGGARAN 2019

PENERIMAAN PAJAK ROKOK TRIWULAN I TAHUN 2019
UNTUK MASING-MASING KAB/KOTA SE SULSEL

Nama Berdasarkan Aspek Jumlah Penduduk Jumiah Total
No. Kab/Kota Jumlah % Jumiah Penerimaan Penerimaan
se Sulsel | Penduduk Penerimaan Secara Proraia Kab/Kota

1 2 3 4 Rp ] 6.00 7=(5+6)

1. Makassar 1,671,001 17.61 5,244,063,709 827,295,363 6,071,359,071.35
2. |Pare-pare 144,960 1.53 454,924,608 827,295,363 | 1,282,219,970.80
3. |Palopo 186,152 1.96 584,196,507 827,295,363 | 1,411,491,869.67
4. |Bone 869,016 9.16 2727212771 827.295363 | 3,554,508,133.82
5. |[Waijo 444,306 468 1,394,355,222 827,295,363 | 2,221,650,584.52
6. |Bantaeng 199,369 2.10 625,675,112 827,295,363 | 1,452,970474.43
7. Gowa 754,422 7.95 2,367,585,077 827,295,363 3,194,880,439.62
8. |Pinrang 400,853 4.22 1,257,987 ,679 827,295,363 | 2,085,283,041.75
9. |Maros 382,858 4.03 1,201,514,388 827,295,363 | 2,028,809,750.33
10. |Pangkep 361,318 3.81 1,133,915,905 827,295363 | 1,961,211,267.57
11. |Sidrap 315,953 3.33 991,547 977 827,295,363 1,818,843,339.51
12. |Tana Toraja 285,042 3.00 894,540,702 827,295,363 | 1,721,836,064.65
13. |Luwu Timur 298,981 3.15 938,285,143 827,295,363 | 1,765,580,505.28
14. |Soppeng 234,848 2.47 737,018,035 827,295,363 | 1,564,313,397.82
15. |[Bulukumba 435,888 459 1,367,937,208 827,295,363 | 2,195,232,570.23
16. |Barru 177,293 1.87 556,394,513 827,295,363 1,383,689,875.30
17. |Luwu 378,204 3.99 1,186,908,847 827,295,363 2,014,204,209.99
18. |[Sinjai 256,016 2.70 803,449,079 827,295,363 | 1,630,744,441.60
19. |Luwu Utara 368,221 3.88 1,155,579,430 827,295,363 | 1,982,874,792.47
20. |Takalar 289,371 3.05 908,126,302 827,295,363 | 1,735,421,665.02
21. |Jeneponto 411,636 434 1,291,827,718 827,295,363 2,119,123,080.73
22. |Enrekang 242,665 2.56 761,549,945 827,295,363 | 1,588,845,307.74
23. |Toraja Utara 244,212 2.57 766,404,859 827,295,363 | 1,593,700,221.99
24. |Selayar 137,538 1.45 431,632,318 827,295,363 | 1,258,927,680.22

TOTAL 9,490,123 | 100.00 29,782,8633,054 | 19,855,088,702 | Rp49,637,721,758
Rp 60 40.00 100




